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ABSTRAK

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam
kerangka sistem pemerintahan presidensial menjadi satu hal
keharusan, di sisi lain indonesia sebagai negara republik dengan
sistem demokrasi maka untuk menghindari adanya penyalahgunaan
kekuasaan maka ketentuan terkait pembatasan masa jabatan Presiden
dan Wakil Presiden harus secara tegas disebutkan di dalam Undang-
undang Dasar 1945. Mengingat sebelum adanya ketentuan terkait
pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terjadi bentuk
pemerintahan yang otoriter dan sentralistik pada masa pemerintahan
Presiden Soekarno dan Soeharto sehingga hal tersebut berdampak
rusaknya sistem pemerintahan indonesia, dan maraknya korupsi
dimana-mana bahkan terjadi pelanggaran HAM yang sangat
signifikan. oleh karena itu, untuk menghidari hal-hal serupa masa
jabatan Presiden dan wakil presiden hanya dibatasi dua periode saja.
Sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan dengan
pendakatan yuridis filosofis. Penelitian ini dilakukan dengan metode
pengumpulan data dari sumber pustaka serta pemberitaan di media
masa, artikel, hingga jurnal yang berkaitan dengan pembasahan karya
tulis ini. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif, karena data hanya diperoleh dari kepustakaan maka tidak
berwujud dalam bentuk statistik, namun berbentuk informasi naratif.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Presiden dan Wakil
Pesiden dapat disebut dengan dwi tunggal yang tergabung di dalam
Lembaga Kepresidenan yang tugas dan kewenangannya semua diatur
di dalam UUD 1945, Berkaitan dengan pembatasan masa jabatan
presiden-dan-wakil presiden secara tegas telah diatur-di dalam UUD
1945 pasal* 7 yang ‘hanya  diberikan kesempatan menjabat dua
periode. Dalam perspektif Magashid asy-Syari‘ah, pemberian
batasan masa jabatan sejalan dengan konsep Magashid asy-Syari‘ah
selama itu tidak bertentangan pemeliharaan lima asas pokok dalam
Magashid asy-Syari‘ah dan tidak bertentangan dengan Hak asasi
manusia dan indek pembangunan manusia. akan tetapi,
pemberlakuan dua kali masa jabatan belum secara efektif berlaku di
Indonesia karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan
kekausaan pada masa transisi incumbent mencalonkan kembali pada



periode keduanya. Oleh karena itu, penyusun memberikan tawaran
periodisasi masa jabatan presiden hanya satu kali masa jabatan
selama 7 tahun.

Kata kunci: Presiden dan Wakil Presiden, masa jabatan, satu
periode.



ABSTRACT

The limitation term of office President and Vice President
within the framework of a presidential government system becomes a
necessity, in the other hand Indonesia as a republic with a democratic
system therefore to avoid the abuse of fix term power related to
restrictions on the term of office President and Vice President must
be explicitly mentioned in the 1945 Constitution. Considering that
prior to the fix term related to the limitation of the term of office
President and Vice President, there was an authoritarian and
centralistic form of government during the Soekarno and Soeharto
administrations so that it affected the destruction of the Indonesian
government system, and rampant corruption everywhere and even
very significant human rights violations. Therefore, to avoid similar
matters the term of office President and Vice President is only
limited to two periods as stated in Constitution 1945.

This type of research is literature study with a juridical
philosophy research. This research was conducted by collecting data
from literature sources and reporting in the mass media, articles, and
journals relating to the wetting of this paper. The data analysis
technique used is qualitative data analysis, because the data is only
obtained from the literature, not in the form of statistics, but in the
form of narrative information.

The research results obtained are the President and Vice
President can be referred to a single dual who is incorporated in the
Presidential Institution whose duties and authorities are all regulated
in the 1945 Constitution. With regard to the ‘limitation of the term
office of the president and vice president, it has been expressly
regulated-in-Article 7 of the 1945 Constitution' which-is only given
the opportunity to serve two’'terms. 'In the perspective of Magashid
asy-Syari ‘ah, the provision of term limits in line with the concept of
Magashid asy-Syari‘ah as long as it does not conflict with the
maintenance of the five basic principles in the Magashid asy-
Syart‘ah and does not conflict with human rights and the human
development index. However, the enactment of two terms has not
been effectively applied in Indonesia because there is still the
possibility of abuse of property during the incumbent transition



period to re-run in the second period. Therefore, the compiler offers
period of presidential term office only one term for 7 years.

Keyword: President and vice president, term of office, one
period.
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MOTTO

THERE IS NOT FAILED ON THE STRUGGGLES, ALL THE
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

l;f::éf Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba&’ B Be
< Ta’ TN Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
& Kha’ Kh ka dan ha
> Dal D De
5 Zal yi zet (dengan titik di atas)
g R&’ P Er
) Zai Z Zet
o Sin S Es
S Syin Sy es dan ye
P Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
L ta’ t te ( dengan titik di bawah)
b za’ y4 zet ( dengan titik di bawah)




¢ ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain g Ge

b fa’ f Ef

S Qaf q Qi

4 Kaf k Ka

J Lam I ‘el

¢ Mim m ‘em

5} NUOn n ‘en

3 Wawl w W

s ha’ h Ha

3 hamzah ¢ Apostrof
S ya’ y Ya

. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

53 0aze ditulis Muta’addidah
30 ditulis ‘iddah
. Ta’ Marbitah di akhir kata
1. Bila dimatikan tulis h
LS ditulis Hikmah
4 ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat,
salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)
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2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.

S INMER

ditulis

Karamah al-auliya

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah,
dan dammabh ditulis t atau h

Sl 387 ditulis Zakatul-fitri
D. Vokal pendek
. ditulis A
) ditulis I
ditulis u
E. Vokal panjang
Fathah + alif ditulis A
1. i dalor ditulis Jahiliyah
Fathah + ya’ mati ditulis A
2 e ditulis Tansa
Fathah + yﬁ’ mati ditulis i
3. S ditulis Karim
. Dammah + wawu mati ditulis 0
' P37 ditulis furiid
F. Vokal rangkap
Fathah + yﬁ’ mati ditulis Ai
L S ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati ditulis AU
2 U ditulis Qaul

xii




. Vokal pendek yang berurutan dalam

dengan apostrof

satu kata dipisahkan

V':jﬁ ditulis A’antum
el ditulis U’iddat
¢ e o4 ditulis La’in syakartum

. Kata sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah

ol ditulis

Al-Qur’an

o) ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan
hurus Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan

huruf | (el) nya

¢ Lol ditulis

As - Sama’

N ditulis

asy- Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

o2 9l (s 93 ditulis

Zawi al- funid

) B ditulis

Ahl as-Sunnah

Xiii



KATA PENGANTAR

Al y gl 1 el oy i a5 Al oy dl o)
O dgsl y 1YY O dgsl b Ly LW O350 e oSl

AUl g g odes e

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan
nikmat dan rahmatNya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat
menyelesaikan Tugas akhir ini dengan judul “Pembatasan Masa
Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Magashid asy-
Syari‘ah, Shalawat dan Salam tetap tercurahkan kepada junjungan
nabi Muhammad SAW yang mana Kita nanti-nantikan syafaatnya di
hari akhir kelak.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tugas
akhir ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik bersifat moril
ataupun materil. Oleh karena itu penyusun dalam menyelesaikan
penulisan int menghaturkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya
kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. /Selaku Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta;

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah
Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekaligus

sebagai Dosen Pembimbing Akademik penyusun.

Xiv



3. Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum., selaku ketua Prodi Magister
Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

4. Dr.Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing
tugas akhir yang senantiasa memberikan support dan
masukanserta bimbingannya dalam menyelesaikan tugas akhir
ini.

5. Bapak dan Ibu dosen beserta pejabat Tata Usaha serta seluruh
civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

6. Ayahanda tercinta Sutaji, M.Pd, Ibunda tercinta Endang Purwati,
dan adik-adiku tersayang Nanda Pinata dan Faiz al-Abgory
beserta keluarga Besar atas do’a dan nasihatnya.

7. Kekasihku Ratih Widyastuti A.Winoto, S.E dan keluarganya
yang selalu mendoakan dan ‘memberikan support kepada
penyusun.

8. Kepada rekan-rekan HMI Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Dan tak lupa juga kepada teman-teman Jama’ah Konsumsiyah
Nanda Fanindi, 'S.H, Nadrun /Na’im "abdillah,.S.H, Danang
Kurniawan, $.H, Danang Kurniawan, S.H, Imron, S.H, Ahmad
Bayhaqgi Sufhan, S.H, Taufan Muslim, Yoga Putra Dinantira, dll
yang selalu menemani dan menghibur dalam waktu senggang
sewaktu menyelesaikan tugas akhir ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh

dari kesempurnaan baik susunan bahasa, data, dan analisasnya.

XV



Harapannya dengan hadirnya tesis ini akan muncul karya tulis lain

yang akan saling mendukung dan melengkapi.

Yogyakarta, 4 Desember 2019

(Fito Adji Satria Admaja, S.H)

XVi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...ocoviiiiiiece e i

ABSTRAK Lo i

ABSTRACT ..o bbb iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..cooiiieee e vi

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ......cooiiiiieie e vi

HALAMAN PENGESAHAN .....ooiiiiiiiieeeee e, viii

MOTTO .o I O W e, iX

PEDOMAN TRANSLITERASI ..ccvviiiiriies e X

KATA PENGANTAR oot Xiv

DAFTAR ISI ...... /4N, & SRR ... XVii

BAB I PENDAHULUAN ......cooiii e 1

A. Latar BelaKang .......ccocviiiiieiieeiiiiee e 1

B. Rumusan Masalah .........c.cccoviiiiiiiiiieee e 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............ccccccovveviiiececcesnee, 7

D. Telaah PUSTaKa ...iiiie it 8

E. Kerangka Teoritik ... i idererieneniniii et 12

F. Metode PEnelitian .....ccooiveeiioenreneieicieiee et 17

G. Sistematika Pembahasan .......ccccoccoevviieidivnnieieece e 20
BAB Il TEORI MAQASHID ASY-SYARI‘AH DAN

SIYSSAH PUSTIUEWE . LUNIVERSITY. oo 22

A. Teori Magashid asy-Syari'ah [i.... 0 i a0 e 22

1~ Pengertian Magashid asy-Syart‘ah ...l 22

2. Sejarah Munculnya Konsep Magashid asy-Syari‘ah ... 24

3. Kilasifikasi konsep Magashid asy-Syart‘ah .................... 29

4. Kegunaan konsep Magashid asy-Syari‘ah .........c.cc........ 34

B. Teori Siyasah DUStUAYaAN ..........cccccvveieeiiiicceec e 37

1. Pengertian Siyasah Dustuziyah...........cccccoceiinvninninnnnn 37

2. Unsur-Unsur dalam Siyasah Dustuiyah ..............ccccue..e. 40

3. Prinsip-Prinsip Legislasi dalam Siyasah Dustusiyah........ 42

XVii



BAB 111 TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATASAN
MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DI INDONESIA ..o 44

A. Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Republik
Indonesia Di Dalam Konstitusi Negara ..........c.ccccocenininnne. 44

B. Dinamika Periodisasi Masa Jabatan Presiden Dan Wakil
Presiden Di INAONESIA .......ocvvvveiiiieiieie e 50
1. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966) ...... 50
2. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998) ....... 64

3. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1999-
1999) ... 0. ... BB ... sl ... 73

4. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahaman Wahid
(1999-2001) Dan Presiden Megawati (2001-2004) ......... 79

5. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
(2004-2009 Dan 2009-2014) ....cceocveveeeieieieie et 86

BAB IV ANALISIS PEMBATASAN MASA JABATAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
INDONESIA i et 91
A. Analisis Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden di Indonesia Perspektif Magashid asy-Syari‘ah ....91
B. Tinjauan Teori Siyasah Dustusiyah Terhadap Aturan
Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden

Di IdGNASEE. IS AMIC. - LINIVERSITY. oo 98
C. Konsep ldeal Masa.Jabatan Presiden dan Wakil*Presiden
di-fneNesicd.Z. Bl N Aaf RE. R JL A NAL N . 101
BABY PENUTUP e 109
AL KeSIMPUIAN ..o 109
B. SAran ... 111
DAFTAR PUSTAKA ..ottt 113
CURRICULUM VITAE

XViii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Plato di dalam bukunya Republic, mengatakan bahwa
tujuan berdirinya sebuah negara adalah membantu memenuhi
kebutuhan manusia (dalam hal ini warga negara), karena pada
dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara
mandiri sedangkan masing-masing individu memiliki kebutuhan.
Oleh karena itu, untuk kehadiran sebuah negara berperan sebagai
upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan setiap individu-
individu tersebut.*

Selain memiliki tujuan, berdirinya sebuah negara berfungsi
sebagai tugas dari pada organisasi negara itu sendiri ketika negara
itu diadakan.” Menurut Montesqeu ada tiga fungsi berdirinya
sebuah negara diantaranya fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan
fungsi yudikatif. Ketiga fungsi tersebut dalam pelaksanaanya
terbagi ke dalam lembaga yang kekuasaanya sesuai dengan
fungsinya, ‘yaitu lembaga " legislatif; ‘eksekutiif, ‘dan yudikatif.
Keterikatan antar- lembaga kekuasaan tersebut satu sama lain
tidak dapat dipisahkan, karena: berfungsi»sebhagai. bentuk check

and balances dalam suatu negara.®

! F.Isjwara. Pengantar Ilmu Politik. (Jakarta: Bina Cipta, 1992), him.
164.

2 Ni’matul Huda. llmu Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),
him. 66.

% Ibid., him. 67.



Syarat mendasar diakuinya sebuah negara merdeka yaitu
adanya penduduk, wilayah kekuasaan, pemerintahan yang
berdaulat, serta kemampuan untuk melakukan hubungan dengan
negara lain.* Jean Jacques Rousseau yang berpandapat bahwa
awal mula berdirinya sebuah negara diawali dengan adanya
konstruksi perjanjian antar masyarakat. Perjanjian tersebut
terwujud dalam norma-norma yang disepakati antar masyarakat
untuk mencapai cita-cita bersama, oleh karena itu berdirinya
sebuah negara merupakan mandataris dari rakyat itu sendiri.’

Salah satu unsur yang wajib ada dalam sebuah negara yaitu
pemerintahan yang berdaulat. Negara dalam melaksanakan roda
pemerintahannya membutuhkan sebuah sistem. Berkaca pada
sistem pemerintahan yang diterapkan di berbagai belahan dunia,
paling tidak ada tiga sistem populer diantaranya sistem
pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan
sistem pemerintahan referendum.®

Dari ketiga sistem tersebut, bangsa Indonesia menggunakan
sistem pemerintahan presidensial, di mana dalam sistem ini
menjadikan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan,
sekaligus“menjabat sebagai kepala negara.- Konsekuenst ‘dengan

dianutnya sistem' pemerintahan presidensial maka presiden dan

* Huala Adolf. Aspek-Aspek dalam Hukum Internasional. (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 2.

% Ni’matul Huda. IImu...hIm. 11.
® Ibid., him. 252.
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wakil presiden Indonesia tidak berhak untuk menyampaikan
pertanggungjawabannya kepada wakil rakyat di parlemen.’

Amanat sistem pemerintahan presidensial secara gamblang
terimplementasi setelah amandemen Undang-Undang Dasar
(UUD) Negara Rl Tahun 1945 pada tahun 1999 hingga 2002.
Sebelum konstitusi diamandemen, Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) merupakan lembaga super power yang dapat
menentukan kedudukan pejabat eksekutif (presiden dan wakil
presiden). Lantas setelah diadakan amandemen UUD Negara RI
Tahun 1945, keberadaan MPR sejajar dengan lembaga tinggi
negara lainnya

Selama 53 tahun bangsa Indonesia merdeka, selama itu pula
lingkaran kekuasaan hanya diisi oleh orang-orang tertentu. Iklim
demokrasi terhegemoni oleh ganasnya moncong senapan aparat
yang tidak menghendaki adanya barisan-barisan oposan. Puncak
kekesalan akar rumput (mahasiswa bersama rakyat) akhirnya
terakumulasi pada peristiwa Reformasi tahun 1998 dimana salah
satu amanat utama yang harus dilaksanakan adalah pembatasan
periodisasi masa jabatan.bagi kekuasaan eksekutif.

Pembatasan masa jabatan, secara umum terbagi dalam tiga
konsep, yaitu a.) tidak ada masa jabatan kedua (no re-election),
b.) tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (no immediate re-

election), dan c.) dan maksimal dua kali masa jabatan (only one

’ Miftah Thoha. Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,
2004), him. 36.
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re-election). Sebenarnya ada satu konsep lagi yaitu tidak adanya
pembatasan masa jabatan (no limition re-election).®

Periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden di
Indonesia diatur di dalam konstitusi. Pada awal kemerdekaan
hingga tahun 1998 periodisasi masa jabatan presiden dan wakil
presiden tidak diberikan batasan dalam masa jabatannya (no
limition re-election), berlaku ketika pemerintahan Presiden
Soekarno dan Presiden Soeharto. Sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 7 UUD Negara Rl Tahun 1945 sebelum amandemen, yang
berbunyi:

“Masa jabatan presiden yaitu lima tahun dalam satu kali

masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.’

Memasuki era reformasi, masa jabatan presiden kemudian
dibatasi hanya dua kali masa jabatan atau dua periode (only one
re-election), dengan ketentuan dalam satu periode menjabat
selama lima tahun. Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur
masa jabatan eksekutif yaitu amandemen pertama Pasal 7 UUD
Negara Rl Tahun 1945, yang berbunyi:

“Presiden dan wakil presiden . memegang jabatan selama lima

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali-dalam jabatan

yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan™.*

® Diakses dari laman http://sindonews.com, disampaikan oleh Prof.
Denny Indrayana (Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Era Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono), pada 14 Mei 2019.

° Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Cet.8 (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
RI, 2018), him. 6.

19 1hid. him. 120.
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Perubahan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil
presiden dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial harus
mengandung terma yang tetap atau pasti (fix-term).!* Oleh
karenanya, perubahan periodisasi masa jabatan presiden dan
wakil presiden di Indonesia dari yang tidak berbatas menjadi
terbatas merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan
presidensial.

Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir, muncul wacana
dan kritik berkaitan masa jabatan presiden dan wakil presiden di
Indonesia, yang mana saat ini masih memberlakukan aturan dua
kali masa jabatan. Wacana pertama sebagaimana yang diungkapan
oleh Taufik Tumbelaka? yang mengatakan bahwa “masa jabatan 5
tahun terlalu pendek untuk seorang presiden Republik Indonesia,
satu tahun pertama masa orientasi dan adaptasi, lalu 1 tahun
terakhir masuk tahun politik untuk mengejar periode kedua yang
otomatis fokus kepada tugas dan kewajiban menurun. Ini
menyebabkan seorang Presiden RI bekerja efektif hanya 3 tahun
dalam satu periode. Oleh karena itu, maka akan-lebih baik masa
jabatan presiden kita diubah 'menjadi 7 atau‘8 tahun, namun hanya

satu periode tidak'dapat dipilih kembali.*?

' Saldi Isra. Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan
Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial). (Depok: Rajawali
Press, 2019), him. 180.

12 Direktur Eksekutif Tumbelaka Academic Center.

13 Disampaikan dalam forum temu alumni UGM di Yogyakarta yang
diakses dari http//Manado.tribunnews.com Diakses Pada Tanggal 16 Mei
2019.



Kemudian dari pada itu muncul perdebatan klasik
menjelang pelaksanaan Pemilihan umum, khususnya dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ketika incumbent kembali
maju mencalonkan dirinya pada periode berikutnya belum ada
regulasi yang mengatur tentang apakah harus cuti sebagai
Presiden atau bahkan mengundurkan diri. Berkaitan dengan hal
itu Ahmad Syauqi bersama 6 orang temannya yang merupakan
mahasiswa Universitas Islam As-Syafiiyah mengajukan Judicial
Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang posisi
petahana yang mencalonkan kembali pada periode kedua. Para
pemohon berpendapat bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar yang menyatakan bahwa “presiden dan wakil
presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye di luar hari
kerja bagi calon presiden dan wakil presiden petahana.” Namun
sayangnya putusan hakim MK berkata lain, gugatan mereka
ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa pokok permohonan tidak

beralasan menurut hukum.**

!
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian- latar belakang diatas; maka diangkat
beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:
1. Bagaimana pandangan Magashid asy-Syari‘ah terhadap

pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di

Indonesia?

1% putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV11/2019.
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Bagaimana pandangan teori Siyasah Dusturiyah terhadap
aturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
di Indonesia?

Bagaimana format ideal periodisasi masa jabatan Presiden

Dan Wakil Presiden di Indonesia?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:
Untuk menganalisa Magashid asy-Syari‘ah  terhadap
periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden di
Indonesia.
Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan teori Siyasah
Dustusiyah tentang aturan pembatasan masa jabatan presiden
dan wakil presiden di indonesia.
Untuk menguraikan konsep ideal periodisasi masa jabatan

presiden dan wakil presiden di indonesia.

Kegunaan penelitian ini adalah:

. Secara teoritis, harapannya dengan adanya penelitian ini dapat
berkontribusi .dalam menambah wawasan -tentang sistem
ketatanegaraan di Indonesia.

. Secara praktis, ‘harapannya penelitian ini dapat menambah
pengetahuan dan wawasan bagi penyusun Kkhususnya dan
pembaca pada umumnya, dapat memberikan tawaran terhadap
pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan masa

jabatan presiden dan wakil presiden.
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D. Telaah Pustaka

Pelaksanaan  sebuah  penelitian akan lebih  baik
memperhatikan penelitian sebelumnya, hal itu bertujuan untuk
membedakan fokus kajian penelitian yang akan peneliti lakukan
dengan peneliti terdahulu. Oleh karena itu dalam peneliti akan
menyebutkan beberapa hasil penelitian terdahulu, baik berupa
skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun karya ilmiah yang lain.

Pertama, buku Saldi Isra dengan judul Sistem
Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan Menuju
Sistem Pemerintahan Presidensial).” Dalam buku ini penulis
menjelaskan dinamika yang pernah terjadi dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga masa
reformasi, dari UUD 1945 yang asli hingga amandemen. Dalam
pembahasannya juga menjelaskan tentang dasar-dasar yang
mempengaruhi adanya perubahan sistem pemerintahan yang
terjadi di Indonesia, dan juga kaitannya tentang pemilihan
presiden yang tidak dipilih secara langsung. Kemudian pasca
amandemen presiden dipilih secara langsung oleh rakyat secara
demokratis, dan yang terakhir prasyarat ketika adanya pencalonan
presiden yang-di usung oleh partar politik-harus memenuhi syarat
parliamentary threshold ;dan presidential threshold. Buku ini
menjadi salah satu literatur dalam pelaksanaan penyusunan karya

ilmiah ini.

> Saldi Isra. Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan
Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial). Depok: Rajawali
Press, 2019.
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Kedua, Adrenal Stezen dengan judul Rekonstruksi Sistem
Pemilihan Presiden di Indonesia Menuju Pemerintahan yang
Demokratis.'® Hasil dari penelitian tesis ini adalah menjelaskan
tentang upaya pelaksanaan pemilihan presiden dari masa orde
lama, orde baru, hingga masa reformasi. Perubahan sistem
pemilihan presiden dari satu masa ke masa yang lainya dapat
dipengaruhi oleh pemimpin pada masanya. Bahkan adanya
perubahan sistem dari satu masa ke masa lainya justru tidak
mengindahkan bahwasannya Indonesia menganut sistem
presidensial, dalam artian untuk mencapai sebuah kekuasaan dan
mempertahankannya seorang penguasa memiliki otoritas penuh
terhadap sistem pemilihan presiden yang diberlakukan. Akan
tetapi dengan, berjalannya waktu sistem pemilihan presiden
selalu diperbaiki.

Perbedaan kajian tesis di atas dengan yang penyusun
lakukan vyaitu fokus terhadap dinamika pelaksanaan sistem
pemilihan presiden dari masa ke masa, sedangkan penyusun
fokus terhadap dinamika yang terjadi ketika adanya pembatasan
masa-jabatan bagi presiden dan wakil presiden di-lndonesia.

Ketiga, P. Anthonius "Sitepu—dengan" judul Perubahan
Kekuasaan ' Presiden di Andonesia.!’ Dalam pembahasannya

menguraikan tentang dua masa yang pernah terjadi di Indonesia,

16 Adrenal Stezen. Rekonstruksi Sistem Pemilihan Presiden di

Indonesia Menuju Pemerintahan Yang Demokratis. Tesis Universitas
Muhammadiyah Malang, 2018.

7 p. Anthonius Sitepu. Perubahan Kekuasaan Presiden di Indonesia.
Jurnal Politeia, Vol. 2. No. 12 Juli 2010.
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yaitu masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno
dan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Dinamika pada masa pemerintahan Soekarno pada awal
pemerintahannya, atas mandat dari rakyat Indonesia Soekarno
diangkat sebagai presiden kemudian Soekarno dalam
menjalankan pemerintahannya dibantu oleh wakil presiden yang
pada waktu Mohammad Hatta, dengan kondisi yang masih belum
stabil untuk menjalankan pemerintahan maka dari itu presiden
membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mana
nantinya akan membantu presiden untuk menjalankan kekuasan
presiden dalam pengelolaan negara, akan tetapi pada akhirnya
terjadi pengikisan terhadap kewenangan KNIP sehingga bukan
lagi pembantu pemerintah pusat tetapi beralih fungsi sebagai
MPR. Hal itu dipengaruhi karena adanya ambisi Soekarno untuk
menghegemoni kekuasaan pemerintahan.

Sedangkan pada masa Orde Baru, Soeharto yang
memimpin Indonesia cukup lama, menjadikan dirinya super
power terhadap kekuasaan eksekutif. Karena ambisi Soeharto
untuk memegang.penuh atas kekuasaan eksekutif, maka segala
hal yang berkaitan dengan'struktur politik,-budaya, dan-ekonomi
harus mengikuti perintah. presiden. Menggunakan tafsir tunggal
ideologi Pancasila untuk menggebuk musuh politik dan orang-
orang yang anti terhadap kepemimpinan Soeharto.

Perbedaan objek kajian penyusun dengan jurnal tersebut
yaitu penyusun lebih cenderung terhadap dinamika pembatasan

masa jabatan presiden di Indonesia dari masa ke masa, sedangkan
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pada jurnal tersebut membahas tentang kewenangan kekuasaan
presiden pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Keempat, penelitian Rahayu Prasetyaningsih dengan judul
Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Dasar Tahun
1945.* Temuan di dalam jurnal ini, menguraikan kekuasaan
presiden dari perspektif historisitasnya. Sebelum adanya
amandemen kekuasaan presiden dapat dikatakan super power
setelah adanya amandeman kekuasaan sedikit dikurangi terkhusus
dalam hal masa jabatan. Akan tetapi dengan dikuranginya
kekuasaan presiden tidak menjadikan presiden lemah, presiden
tetap menjadi pemegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan (sistem presidensial). Satu hal
yang dapat dilakukan presiden dalam menciptakan peraturan-
perundangan yaitu adanya kewenangan mengeluarkan peraturan
pemerintah dan juga mengeluarkan keputusan presiden.

Perbedaan kajian di dalam jurnal diatas dengan yang
peniliti lakukan yaitu dalam jurnal tersebut menguraikan tentang
kekuasaan. presiden dalam imembentuk peraturan. perundangan-
undangan sesuai’ dengan kewenangannya yang diatur oleh UUD
Tahun 1945, sedangkan penelitian yang dilakukan terkait dengan
kekuasaan presiden pasca amandemen di mana masa jabatan

presiden dibatasi hanya dapat menjabat selama dua periode. Oleh

8 Rahayu Prasetyaningsing. Menakar Kekuasaan Presiden dalam
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menurut Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 (Bandung: Universitas Padjajaran Prodi llmu Hukum,
2017).
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karena itu, peneliti mencoba menguraikan efektifitas masa

jabatan presiden di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Magashid asy-Syari‘ah

Pemikir muslim kontemporer yang menaruh perhatian
pada reformasi filsafat hukum Islam yaitu Jasser Auda, yang
menggunakan Magashid asy-Syari‘ah sebagai basis pangkal
tolak filosofi berpikirnya dengan penggunakan pendekatan
sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah
pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk
digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan ushul
figh.'> Magashid asy-Syari‘ah sangat penting dalam kajian
hukum Islam.?

Menurut Jasser Auda, secara terminologi magashid
didefinisikan sebagai pemahaman makna, serta sasaran
dibalik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam,
magashid adalah pernyataan alternatif untuk masalih
(kemaslahatan-kemastahatan).?* - Lingkup  ‘magqashid klasik
adalah syariat secara keseluruhan, makanya magashid itu
tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks

ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu

19 Jasser Auda. Membumikan Hukum Islam melalui Magashid Syari’ah,
(Bandung: Mizan Pustaka, 2015), him. 11.

2 Muhammad Hashim Kamali. Magashid Syariah made Simple,
(London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008), him. 1.

2! Jasser Auda. Magashid al-Shariah a Beginner's Guide, (London: The
International Institute Of Islamic Thought, 2008), him. 1.
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dari syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan
hukum Islam dan ushul figh.?” Filosofi dan tujuan hukum
Islam berkenaan dengan hal universalitas (al-’amiyyah),
keadilan (al-'Adl), penghapusan kesulitan, nasionalisme (al-
gawmdyah), serta kepemilikan pribadi.?

Klasifikasi klasik magashid meliputi 3 (tiga) jenjang
keniscayaan yaitu al-darardyah (keniscayaan), al-hajiyyah
(kebutuhan), dan al-tahsingyyah (kemewahan). Kemudian,
para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima) yaitu Aifz
al-din (pelestarian agama), hifz al-nafs (pelestarian nyawa),
hifz al-mal (pelestarian harta), Aifz al- ‘aql (pelestarian akal)
dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Sebagian ulama
menambah Aifz al-‘ird (pelestarian kehormatan) untuk
menggenapkan kelima al-maqashid itu menjadi enam tujuan
pokok/primer.?*

Klasifikasi magashid klasik hanya tertuju pada individu
daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara
umum,- Subjek -pokak. .dalam , perspektif . magashid klasik
adalah individu (kehidupan, ‘harga diri, ‘dan harta individu),
bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun

kekayaan,-dan-‘ekonomi* nasional). '‘Maqashid" klasik, pada

22 Ade Duderija. Magashid Al-Shari’a and Contemporary Reformist

Muslim Thought: an Examination (New York: Palgrave Macmilan, 2014),
him. 2.

# 'Ala’ Eddine Kharoufa. Philosophy of Islamic Shariah and Its

Contribution to The Science of Contemporary Law (Islamic Research And
Training Institute, 2000), him. 81.

2 1bid., him. 34.
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teori dasar keniscayaannya tidak meliputi nilai-nilai paling
dasar yang diakui secara universal seperti keadilan,
kebebasan, dan sebagainya. Magashid klasik telah dideduksi
dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami,
bukan dari teks-teks suci (al-Qur’an dan hadis). Untuk
memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori maqashid
klasik itu, maka ulama kontemporer telah menginduksi
beberapa konsep dan klasifikasi al-maqgashid dari perspektif-
perspektif baru.?® Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum
yang dicakup oleh maqashid, klasifikasi kontemporer
membagi maqashid menjadi tiga tingkatan?®:

a. Magashid Umum (al-Magashid al-‘ammah) adalah
maqgashid yang dapat diperhatikan pada hukum Islami
secara keseluruhan.

b. Magashid Khusus (al-Magashid al-Khassah) adalah
maqashid yang dapat diperhatikan pada salah satu bab
tertentu dari hukum Islami.

c. Magashid, Rarsial- (al-Magasid  al-Juz '&yah),-maqashid
ini_ adalah’ “maksud-maksud” /di 'balik suatu”teks atau
hukum tertentu. Seperti: maksud terungkapnya kebenaran
pada penetapan-jumlah saksi® tertentu”pada kasus-kasus

hukum tertentu.

% Jasser Auda. Magashid untuk Pemula, terj. Ali Abdul Mun’iem.
(Yogyakarta: Suka Press, 2017), him. 13.

% 1bid., him. 14.
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2. Teori Siyasah Dustusyah

Siyasah Dustusiyah merupakan salah satu pembahasan
di dalam figh Siyasah yang di dalamnya membahas tentang
perundang-undangan. Selain itu juga ada pembahasan tentang
konstitusi negara, legislasi (perumusan peraturan perundang-
undangan). Di sisi lain juga di dalam Siyasah Dustursiyah
membahas juga tentang hubungan timbal balik antara negara
dan warga negara untuk menjamin hak-hak warga negaranya
itu sendiri.?’

Istilan Siyasah Dustufiyah terdiri dari dua suku kata
yaitu Siyasah dan Dustusiyah. Kata siyasah berasal dari kata
dslans - g gum - (ls (sasa, yasusu, siyasatan) yang memiliki
arti  mengatur, mengurus dan memerintah, politik dan
pembuat kebijakasanaan. Dilihat dari makna kebahasaan kata
Siyasah  mengisayaratkan = tujuan keberadaanya untuk
mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang
bersifat politis untuk mencapai sesuatu.?®

Sedangkan kata Dustusiyah, awal .mulanya berasal dari
bahasa Persia yaitu dusturi. Awal mula kata dusturi diartikan
sebagai seseorang yang mempunyai otoritas baik dalam
urusan “politik” maupun ‘agama. "Lalu dengan adanya
perkembangan zaman maka diserap ke dalam bahasa arab
menjadi Dustusiyah yang berarti kodifikasi dari kaidah-

" Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 177.

2 1bid, him. 3.



16

kaidah yang mengatur tentang dasar-dasar dan hubungan
kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara
baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa Dustuiiyah adalah suatu aturan
perundang-undangan yang mendasar sehingga dapat dijadikan
acuan dalam referensi seluruh peraturan dalam konteks
bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
Siyasah Dustusiyah adalah suatu ilmu yang merupakan
bagian dari figh siyasah yang membahas tentang peraturan
perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai
syari’at.?’

Salah satu pembahasan yang ada di dalam Siyasah
Dustuiyah yaitu tentang perumusan peraturan perundang-
undangan oleh suatu lembaga kekuasaan legislatif yang
kemudian disebut dengan sulthah tasyri’iyyah. Sulthah
tasyriiyyah yaitu sebuah lembaga kekuasaan yang memiliki
wewenang untuk mentapkan sebuah produk hukum. Maka
kekuasaan. sulthah ' tasyri’iyyah memiliki- fungsi  sebagai
kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang
sesuai dengan_syari’at™ Allah swt. lalu_kemudian akan
diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyat.**

2 1bid, him. 154.

%0 Syariat diartikan sebagai aturan hidup manusia yang ditetapkan oleh
Allah swt. yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri.
Lihat Ali Shodikin dkk, Figh Ushul Figh..., him. 3.

31 Suyuthi Pulung, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran,
(Yogyakrta: Ombak, 2014), him. 44.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah studi
kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode
pengumpulan data-data pustaka yang terkait dengan
pembatasan masa jabatan eksekutif (presiden dan wakil
presiden) di Indonesia. Data-data selain diperoleh dari
pustaka, juga berasal dari pemberitaan di media massa,
artikel, hingga karya tulis ilmiah berupa skripsi dan tesis
terdahulu.
Oleh karena penulisan tesis ini bertumpu pada nilai-nilai
Islam, maka ide pembatasan masa jabatan tidak boleh terlepas
dari konsep Magashid asy-Syari‘ah dan maslahah. Pisau
analisis Magashid asy-Syari‘ah kemudian menjadi teori
utama untuk menganalisis perihal masa jabatan. Penelitian
yang dilakukan melalui studi pustaka memberikan
keleluasaan bagi penulis untuk mengembangkan ide dan

gagasan tanpa harus tertekan oleh subyektifitas sumber data.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini_bersifat kualitatif dan bersifat deskriftif
analitik “(statute aproach)®. ‘Metode 'deskriptif analitis
dimaksudkan untuk melukiskan keadaan obyek apa adanya.
Mengingat setiap manusia memiliki pemikiran yang
senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, maka tepat bagi

%2 petter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana,
2008), him 93.
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penulis untuk menggambarkan setiap bab pembahasannya
dengan latar belakang sosiologis dan yuridis.

Dari hasil perolehan data sosial dan hukum di bagian
pengantar, penulis kemudian menganalisis sumber data yang
telah diperoleh untuk diuraikan secara komprehensif dan
holistik. Harapannya setelah diulas di bab awal dan
selanjutnya dianalisis di bab pembahasan, akan muncul hasil
nyata di bagian kesimpulan bahwa tesis ini akan berdampak
pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam
kekuasaan eksekutif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yuridis filosofis. Pendekatan
yuridis mengkaji penerapan norma dalam hukum positif.
Pendekatan ini menggunakan konsepsi legis positivis. Selain
dengan pendekatan yuridis, peneliti juga mengggunakan
pendekatan filosofis. Dalam pendekatan ini penueliti lebih
cenderung terhadap penggunaan paradigm filsafat hukum
islam.

Melalui - kacamata  yuridis, “maka " pendekatan yang
digunakan secara yuridis formil (statute approach) di-mana
UU Nomor 7+ Tahun 12017 tentang, Pemilihan \Umum®

% Dasar hukum wajibnya penyelenggaraan pemilu terdapat dalam Pasal
22E UUD Negara Rl Tahun 1945 dan diperjelas dalam produk hukum
terbarunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lahir dari penggabungan tiga undang-
undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
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dianalisis dengan cara pandang Magashid asy-Syari‘ah.
Sedangkan pendekatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji
dan memahami secara mendalam objek penelitian dengan

menggunakan paradigm filsafat hukum islam.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
data primer, dan data sekunder*’. Bahan primer yang
dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh
dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan data sekunder maksudnya, bahan-bahan lain
yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diperoleh dari
literatur-literatur lain seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan
karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok

pembahasan dalam penelitian ini.

5. Analisis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis,
sedangkan data diperoleh dari kepustakaan, maka dianalisis
bahan' hukum 'yang digunakan dalam penelitian ini dengan
metode kualitatif. dengan = mendeskripsikan ‘data yang
terkumpul, mengklasifikasi, kemudian-menguraikan data yang
diperoleh dari data primer dan sekunder. Lalu kemudian
berkenaan dengan data tersebut akan dianalisis dengan teori
Organ dalam Hukum Administrasi Negara dan teori

Magashid asy-Syari ‘ah.

%4 Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), him. 7.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri atas lima
bab. Masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab dengan
penjelasan yang lebih terperinci. Bab pertama adalah
pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini
ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik,
pokok permasalahan, signifikansi penelitian terdahulu, serta teori
yang hendak digunakan.

Bab Kedua merupakan kajian teoritik dalam hal ini
penyusun menggunakan dua teoritik diantaranya, Pertama
pertama yaitu konsep Magasid asy-Syari‘ah dengan sub-sub bab
1) Pengertian Magasid asy-Syari‘ah, 2) sejarah munculnya
konsep Magasid asy-Syari‘ah, 3) Klasifikasi Magasid asy-
Syari‘ah, 4) Kegunaan Magdasid asy-Syari‘ah. Dan kedua teori
Siyasah Dustusiyah yang di dalamnya ada pembahasan 1)
Pengertian Siyasah Dustuziyah,  2) Unsur-unsur_dalam  Siyasah
Dustuiyah  dan: 3) Prinsip=prinsip legislasi dalam Islam. Kedua
teori ini akan dijadikan sebagai pisau analisis.

Bab Ketiga - menguraikan: dan /menjelaskan "tentang
pembatasan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden
di Indonesia serta menguraikan dinamika pemerintahan Indonesia
dilihat dari masa periodisasi masa jabatan presiden dan wakil

presiden.
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Bab keempat merupakan analisis yang berkaitan dengan
masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia perspektif
Magashid asy-syari‘ah. Tinjauan Siyasah Dustusiyah terhadap
aturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia. dan di akhir analisis memberikan rekomendasi untuk
Indonesia masa Depan.

Bab Lima sebagai bagian penutup, berisi tentang

kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan dari setiap bab-bab
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, kedudukan jabatan
Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia secara konstitusional
diatur di dalam UUD 1945. Dalam Teori Magashid Syari‘ah
memandang bahwa dalam pembatasan masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden di Indonesia bertujuan untuk untuk menciptakan
kedaulatan negara dan kesejahteraan warga negaranya. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan seorang pemimpin
yang kompeten di dalam urusan bernegara, sehingga dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya presiden dan wakil
presiden tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. karena inti
dari konsep Magashid Syari‘ah itu sendiri adalah adanya upaya-
upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari
kemudharatan. Dengan diberlakukan pembatasan masa jabatan
presiden dan wakil presiden bertujuan untuk menghindari adanya
penyalahgunaan kekuasaan.

Berkaitan dengan aturan terkait pembatasan masa jabatan
presiden dan wakil presiden di Indonesia tertuang di dalam UUD
1945. Inti dari aturan tersebut menyebutkan bahwa presiden dan
wakil presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih
kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan diberlakukan dua

kali masa jabatan presiden dan wakil presiden maka

109
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meniscayakan adanya kontestan incumbent dalam pemilihan
umum presiden. Hingga saat ini belum ada regulasi yang
mengatur secara tegas terkait ketika incumbent mencalonkan
kembali untuk diharuskan cuti dari jabatannya atau bahkan
mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan kembali pada
kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Oleh
karena itu, dalam teori siyasah dusturiyah dijelaskan bahwa
ketika dikehendaki adanya perumusan atau revisi suatu produk
hukum ada salah satu lembaga yang memiliki kewenagan dalam
tersebut vyaitu as-sultoh at-tasyri’ivah atau dalam bahasa
Indonesia diartikan sebagai lembaga legislatif. Dalam konteks ke-
Indonesiaan yang berhak merumuskan dan mengubah undang-
undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang
berwewenang dalam mengubah substansi dalam Undang-Undang
Dasar ialah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Perumusan dan perubahan undang-undang dapat dilakukan selagi
mendatangkan kemaslahatan untuk warga negaranya.

Seiring  berjalannya waktu konsep  pemberlakuan
pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden dan wakil-Presiden
mengalami- beberapa problematika. Salah satu diantaranya yaitu
ketika presiden ‘dan wakil presiden. incumbent mencalonkan
kembali pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil
presiden untuk mendapatkan masa jabatan yang kedua. Hingga
saat ini belum ada regulasiyang mengatur secara tegas terkait
incumbent yang hendak mencalonkan dirinya sebagai kandidat

calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri
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terlebih dahulu atau cuti sebagai Presiden dan wakil presiden.
Dengan ketidakjelasan tersebut kemungkinan-kemungkinan yang
terjadi yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan oleh incumbent
untuk menggunakan kekausaanya dalam mengkampanyekan
dirinya secara tidak langsung dengan menggunakan fasilitas
negara. oleh daripada itu, penyusun menawarkan satu konsep
terkait pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden
indonesia hanya satu kali masa jabatan selama 6 tahun. Alasan
penyusun menawarkan konsep ini telah mempertimbangkan
banyak hal salah satu diantarnya yaitu untuk mengefektifkan
kinerja Presiden dan Wakil Presiden dan menghilangkan
incumbent dalam kontestasi politik dalam pemilihan umum
presiden dan wakil presiden. Dengan alasan tersebut dengan
harapan presiden dan wakil presiden lebih intens dalam menjalan
tugas dan fungsinya sebagai kepala negara dan Kkepala

pemerintahan.

B. Saran

Indonesia sebagai negara yang-menganut sistem demokrasi
dan bentuk pemerintahan Republik tidak terlepas dengan adanya
kedaulatan «rakyat: ‘Kepentingan-kepentingan /irakyat harus
terakomodir oleh pemegang kekausaan pemerintahan. Salah
satunya yaitu keberpihakkan kebijakan Presiden dan wakil
Presiden harus semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat.

Untuk merespon terkait pembatasan masa jabatan Presiden

dan Wakil Presiden yang hanya dapat menjabat selama dua
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periode menurut hemat penyusun harus dikaji ulang karena
melihat adanya gonjang-ganjing pada masa transisi dari satu
periode ke periode yang kedua. Oleh karena itu, lembaga Majelis
Permusyawaratan Rakyat diharapkan dapat mengkaji ulang
pembatasan masa periodisasi jabatan Presiden dan Wakil
Presiden. Mau bagaimana pun MPR merupakan lambaga negara
yang sah dan memiliki kewenangan untuk mengubah isi dari
UUD 1945 yang sesuai dengan zamannya.

Selain itu, diharapkan setelah lahirnya karya ini dapat
melahirkan karya-karya baru sehingga nantinya dapat dijadikan
pertimbangan oleh negara untuk dijadikan bahan acuan akademik

dalam melakukan perubahan isi UUD 1945 tersebut.
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